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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan 

hidupnya, demikian pula halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan 

oleh badan hukum, terutama perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. 

Uang yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan usaha dalam suatu badan 

hukum pada umumnya tidaklah kecil. Hal ini dikarenakan semakin besarnya 

bidang usaha yang dilakukan, maka semakin besar juga dana kegiatan usaha 

yang diperlukan sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak jarang 

suatu badan hukum mengalami kekurangan dana. Guna memenuhi kebutuhan 

pendanaan tersebut, seringkali suatu badan hukum meminjam dana tersebut 

kepada pihak luar. Sumber-sumber peminjaman utama biasanya berasal bank 

walaupun terdapat beberapa lembaga keuangan lainnya. Dari sumber-sumber 

dana itulah kekurangan dana suatu badan hukum dapat diperoleh. Apabila 

seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain, pihak 

yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang 

memberikan pinjaman itu disebut kreditor.1 

       Pada dasarnya, pemberian kredit oleh kreditor kepada debitor dilakukan 

karena kreditor percaya bahwa debitor itu akan mengembalikan pinjamannya itu 

pada waktunya dengan aman dan menguntungkan. Tanpa adanya kepercayaan / 

trust dari kreditor terhadap debitor tersebut, niscayalah kreditor tidak akan 

                                                            
1  Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal 2 
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memberikan kredit atas pinjaman tersebut. Dengan demikian, faktor pertama 

yang menjadi penilaian bagi kreditor untuk memberikan pinjaman kredit adalah 

kemauan atau willingness dari debitor untuk mengembalikan utangnya tersebut. 

Penilaian oleh kreditor terhadap calon debitor dapat di peroleh dari :2 

1. Watak (character) 

Watak adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai dari 

debitor yang dapat di lihat dari track record. 

2. Kemampuan (capacity) 

Kemampuan adalah kemampuan debitor untuk mengelolah fasilitas 

kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang 

akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang 

diperjanjikan. 

3. Modal (capital) 

Modal adalah modal yang dimiliki oleh debitor, yaitu apa yang dijadikan 

modal debitor dalam menjalankan usahanya. 

4. Jaminan (collateral) 

Jaminan adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak yang 

diserahkan debitor kepada kreditor untuk menjamin apabila fasilitas 

kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan. 

5. Prospek usaha (condition of economy) 

Prospek usaha adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan 

daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat 

                                                            
2 Try Widiyono, Agunan Kredit Dalam Financial Engeneering, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 

hal 5 
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berjalan dengan baik dan menguntungkan. 

       Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kreditor dalam suatu perjanjian 

piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar janji dari calon debitor untuk 

melaksanakan atau memenuhi kewajibannya karena biasanya persoalan baru 

muncul jika debitor lalai mengembalikan utang pada saat yang telah ditentukan. 

Hal ini berarti jika debitor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perikatannya, 

maka secara hukum, harta-harta kekayaan debitor dapat di jual lelang guna 

mengganti pelunasan kewajiban perikatan yang dilalaikan. Maka dari itu 

diperlukan perjanjian pemberian dan/atau pengikatan jaminan dalam kegiatan 

pinjam-meminjam ataupun kredit sebagai bentuk perlindungan dan sekaligus 

kepastian hukum baik bagi kreditor maupun debitor. 

       Perjanjian pemberian dan/atau pengikatan jaminan merupakan perjanjian 

accessoir atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang merupakan 

perjanjian pokok. Perjanjian tambahan itu dibuat oleh para pihak dengan maksud 

untuk mendukung secara khusus perjanjian pokok yang telah disepakati oleh 

para pihak. Dengan demikian maka sifat perjanjian pemberian dan/atau 

pengikatan jaminan adalah mengikuti perjanjian pokok. Lahirnya perjanjian 

pemberian dan/atau pengikatan jaminan tergantung dengan perjanjian pokok 

yang melatarbelakanginya. Oleh sebab itu, hapusnya perjanjian pemberian 

dan/atau pengikatan jaminan adalah juga tergantung dari hapusnya perjanjian 

pokok. Apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian pemberian dan/atau 

pengikatan jaminan juga batal, dan jika perjanjian pokok beralih maka perjanjian 

pemberian dan/atau pengikatan jaminan juga beralih. Hal ini berlaku pula dalam 

hal perjanjian pokok tersebut beralih karena terjadinya pengalihan piutang secara 
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cessie. Piutang yang dialihkan dengan cara cessie adalah suatu tagihan yang 

dimiliki oleh kreditor atas debitornya. Tagihan tersebut merupakan tagihan atas 

nama. Pada prinsipnya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti 

mengenai kreditor yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang 

dimaksud. Meskipun demikian, tagihan atas nama pada asasnya tidak harus 

dituangkan dalam wujud suatu surat (tulisan).3 Namun demi adanya kepastian 

hukum maka pada umumnya adanya suatu piutang atau tagihan yang timbul dari 

kegiatan pemberian fasilitas kredit perbankan selalu dituangkan dalam wujud 

surat (tulisan) yaitu dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit. 

       Secara umum, perjanjian pemberian dan/atau pengikatan jaminan dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perjanjian jaminan kebendaan dan perjanjian 

jaminan perorangan. Perjanjian jaminan kebendaan mengakibatkan kreditor 

yang bersangkutan berubah kedudukannya dari kreditor konkuren menjadi 

kreditor preferen atau dalam kepailitan biasanya di sebut kreditor separatis. Hak 

preferen itu mengakibatkan kreditor memiliki kedudukan yang diutamakan dari 

kreditor lainnya di dalam mengambil pelunasan piutangnya. Berbeda dengan 

perjanjian jaminan kebendaan, Perjanjian jaminan perorangan tidak memiliki 

kedudukan yang se-istimewa perjanjian jaminan kebendaan karena piutang 

kreditor penerima jaminan ini dalam pelunasan utangnya tidak diutamakan. 

Keistimewaan dari perjanjian ini hanya terletak pada pemberi jaminan atau 

penjamin dapat dimintai pertanggung jawaban secara penuh ketika harta debitor 

yang telah di lelang dan di jual tidak mencukupi pelunasan utang kepada kreditor, 

kecuali pemberi jaminan atau penjamin telah melepaskan hak istimewanya 

                                                            
3 J. Satrio, Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang, cet. 2, (Bandung : 

Alumni, 1999), hal 2 
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sebagaimana di atur dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848, 

1849 dan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelepasan hak istimewa 

oleh pemberi jaminan atau penjamin berakibat pemberi jaminan atau penjamin 

tersebut harus bertanggung jawab secara penuh ketika debitor lalai memenuhi 

kewajiban pembayaran utangnya. Dengan kata lain, kreditor memiliki 

kedudukan untuk menagih utangnya secara langsung kepada pemberi jaminan 

atau penjamin secara keperdataan sampai dengan kepailitan. 

       Pailit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa atau 

keadaan pemberhentian pembayaran utang yang disebabkan karena pihak yang 

mempunyai utang sudah tidak lagi mampu membayar utang-utangnya. 

Kepailitan merupakan suatu proses di mana debitor mempunyai utang dan sudah 

tidak lagi mampu membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

Kemudian pada saat debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta debitor yang 

menjadi jaminan dari utang-utangnya tersebut diambil alih oleh kurator untuk 

kemudian dihitung dan dibagikan kepada kreditor guna melunasi utang debitor 

sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Undang-

Undang mengenai Kepailitan. 

       Dari sudut sejarah hukum, keberadaan Undang-Undang Kepailitan pada 

mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan 

yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.4 Cara 

penyelesaian tersebut tentu harus memiliki prosedur-prosedur yang jelas untuk 

mendapatkan kepastian hukum. Prosedur-prosedur tersebut pada intinya ingin 

melindungi kedudukan terhadap tiap-tiap kreditor yakni di mulai dari bagaimana 

                                                            
4 Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, (Bandung : Alumni, 2001), hal 181 
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caranya menentukan kebenaran mengenai adanya atau eksistensi suatu piutang 

seorang kreditor, sahnya piutang tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang 

tersebut, serta cara membagikan hasil penjualan atas harta kekayaan debitor 

kepada para kreditor sehingga sebelum harta debitor dibenarkan oleh hukum di 

jual dan hasil penjualan tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada kreditornya, 

harta kekayaan debitor itu harus terlebih dahulu diletakkan oleh pengadilan di 

bawah sita umum (dilakukan penyitaan untuk kepentingan semua kreditornya 

dan bukan untuk kreditor tertentu saja). Apabila harta kekayaan debitor tidak 

terlebih dahulu diletakkan di bawah sita umum sebelum dijual, maka para 

kreditor akan berebutan untuk memperoleh pelunasan dari harta kekayaan 

debitor. Agar harta kekayaan debitor tersebut secara hukum dapat diletakkan di 

bawah sita umum, maka debitor harus terlebih dahulu dinyatakan pailit oleh 

pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. 

       Dalam perkembangannya, Undang-Undang Kepailitan juga mengalami 

perubahan yaitu pada awal mulanya hanya ingin melindungi kedudukan kreditor 

saja menjadi melindungi kedudukan kreditor serta debitor yang beritikad baik, 

yang kegiatan usahanya masih dapat diselamatkan atau berjalan dengan baik. 

perlindungan tersebut dilakukan dengan cara membatasi kewenangan pengajuan 

permohonan pailit terhadap debitor sehingga tidak semua kreditor memiliki 

kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Selain itu, 

terdapat juga upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh debitor dengan para 

kreditornya, baik sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan atau setelah 

debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.5 

                                                            
5 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 8-9 
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       Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum 

kepailitan adalah : 

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor 

diantara para kreditornya. 

2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan kepentingan kreditor. 

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para 

kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. 

       Dalam penyelesaian aneka masalah kepailitan dalam perkara kepailitan, 

yang paling diperhatikan dan dipermasalahkan adalah mengenai adanya suatu 

utang, kedudukan atau legal standing pemohon pailit dan apakah utang tersebut 

bersifat atau dapat dibuktikan secara sederhana. Di Indonesia, terdapat salah satu 

kasus Kepailitan diajukan di lingkungan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah 

kasus kepailitan yang terjadi antara RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 

AG, selaku pemohon pailit yang diajukan terhadap SOEBALI SUDJIE selaku 

Termohon Pailit. Perkara tersebut terjadi dikarenakan PT Trimega Utama 

Corporindo selaku debitor lalai melakukan pembayaran utang kepada Raiffeisen 

Bank International AG selaku kreditor, di mana peran dari Soebali Sudji adalah 

sebagai penjamin utang dari PT Trimega Utama Corporindo dengan Personal 

Guarantee atau Jaminan Perorangan. 

       Dari pengajuan Permohonan Pailit tersebut, telah dijatuhkan putusan dengan 

putusan Nomor: No. 07/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.NIAGA.Jkt.Pst Jo. putusan 

Mahkamah Agung RI No. 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Dari putusan Pengadilan 

Niaga Jakarta Pusat maupun sampai pada Putusan Mahkamah Agung telah 
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menolak Permohonan Pernyataan Pailit tersebut. Berdasarkan putusan 

Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, permohonan pailit Raiffeisen Bank 

International ditolak, karena menurut hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah 

Agung masih diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai status atau 

kedudukan debitor Raiffeisen Bank International, sehingga syarat fakta 

sederhana agar permohonan pailit dikabulkan oleh hakim berubah menjadi fakta 

tidak sederhana. 

       Penolakan tersebut didasari dengan tidak memenuhinya Pasal 8 ayat (4) 

yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila 

terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Maksud dari 

pembuktian sederhana yaitu dengan adanya 2 (dua) debitor dan tidak membayar 

salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang dimaksud 

dalam pasal ini juga harus merupakan utang yang bersifat sederhana. Akan tetapi 

dalam Undang-Undang Kepailitan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa 

yang dapat dikategorikan sebagai utang yang bersifat sederhana sehingga pada 

prakteknya seringkali terjadi multitafsir atau ketidakpastian hukum terutama 

terhadap kedudukan hukum jaminan perorangan atas pengalihan suatu piutang 

atau cessie dalam hal entitas hukum yang sama.  

       Berdasarkan pemaparan diatas, maka Penulis ingin menganalisis lebih 

dalam mengenai kasus antara Raiffeisen Bank International selaku pemohon 

pailit dengan Soebali Sudjie selaku termohon pailit sehingga Penulis akan 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian dengan judul : 

“PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN KEPAILITAN DALAM HAL 

ENTITAS YANG SAMA (Studi Putusan MA 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”  
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah makalah 

ini adalah: 

1. Bagaimana prosedural pengajuan permohonan kepailitan oleh 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG terhadap SOEBALI 

SUDJIE?  

2. Bagaimana akibat hukum sehubungan dengan adanya penolakan terhadap 

permohononan pailit tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prosedural pengajuan permohonan kepailitan oleh 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG terhadap SOEBALI 

SUDJIE 

2. Mengetahui akibat hukum sehubungan dengan adanya penolakan terhadap 

permohononan pailit tersebut 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Teori 

       Makalah ini memiliki tujuan teori dan tujuan praktek. Tujuan teori dari 

skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama hukum 
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kepailitan dalam kaitannya dengan utang yang bersifat sederhana dalam 

halnya terjadi pengalihan piutang oleh satu cabang ke cabang lain. 

2. Tujuan Praktek 

       Tujuan praktek makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kalangan praktisi hukum pada umumnya dan praktisi hukum 

kepailitan pada khususnya dengan memberikan  perkembangan Penerapan 

baik secara prosedural maupun secara materiil dalam pengajuan gugatan 

kepailitan yang ada di Indonesia.  

1.5 Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang 

berjudul “PENGAJUAN PERMOHONAN GUGATAN KEPAILITAN DALAM 

HAL ENTITAS YANG SAMA (Studi Putusan MA 750 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)" 

dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai 

gambaran singkat skripsi, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini, membahas gambaran pengantar secara keseluruhan dari masalah yang 

di angkat dalam skripsi ini. gambaran tersebut memaparkan tentang latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian serta diakhiri 

dengan sistematika penulisan 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan dalam menulis 

skripsi ini 

 



11 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas mengenai Jenis penelitian, Tipe penelitian, Jenis data, 

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis data yang dipergunakan dalam menulis 

makalah ini. 

BAB IV : Kasus Posisi dan Analisis 

Pada bab ini akan di bahas mengenai Kasus Posisi Perkara No. 750 K/Pdt.Sus-

Pailit/2016 dan syarat-syarat formal yang harus diperhatikan dalam mengajukan 

gugatan kepailitan serta utang yang bersifat sederhana dalam kaitannya dengan 

kedudukan hukum jaminan perorangan atas pengalihan suatu piutang atau cessie 

dalam hal entitas hukum yang sama. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai 

penutup penulisan dan penelitian hukum ini yang diharapkan dapat mewujudkan 

tujuan dari penelitian ini yakni memberi sumbangan pemikiran dan gambaran 

mengenai utang yang bersifat sederhana dalam kaitannya dengan kedudukan 

hukum jaminan perorangan atas pengalihan suatu piutang atau cessie dalam hal 

entitas hukum yang sama. 

 

 

 

 

 


